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Abstrak: Application conversion contract on prospective customers who are not in BMT UGT Sidogiri Waru Sidoarjo branch of the conversion contract mura>bah}ah to musya>rakah. Application conversion contract executed in BMT UGT Sidogiri Branch Waru Sidoarjo not only given to customers who are still prospective, but also given to customers who are not prospective. Conversion contract given to prospective customers who are not in BMT UGT Sidogiri Branch Waru Sidoarjo not in accordance with the National Islamic Fatwa Council (DSN) 49 / DSN-MUI / II / 2005, the incompatibility of the conversion contract awarded to prospective customers who are not. Although the conversion application that does not contract the prospective customer is not in accordance with the Fatwa of DSN 49 / DSN-MUI / II / 2005 on the conversion contract, goodwill BMT UGT Sidogiri Branch Waru Sidoarjo should be appreciated (given a positive response). Because motivation BMT UGT Sidogiri Branch Waru Sidoarjo still provide an opportunity for prospective customers who are not helping that any element that ties akadnya be finished soon. Based on the results of research conducted by the author in BMT UGT Sidogiri Branch Waru Sidoarjo, so that the author can advise customers who have done the conversion contract was monitored, in order to avoid financing problems again. Later in the provision of financing to new customers, the BMT UGT Sidogiri Waru Sidoarjo Branch should also be careful to avoid financing problems that could lead to a loss in BMT.
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Pendahuluan
Berdirinya lembaga keuangan syariah yang terus mengalami perkembangan pesat membawa andil yang sangat baik dalam tatanan sistem keuangan di Indonesia. Peran ini tentu saja sebagai upaya untuk mewujudkan sistem keuangan yang adil, oleh karena itu keberadaannya perlu mendapat dukungan dari segenap lapisan masyarakat muslim.
Lembaga  keuangan  syariah  merupakan  lembaga  keuangan  yang tidak  hanya mengedepankan profit oriented saja, melainkan  suatu  lembaga keuangan  yang  juga  mengedepankan  kemaslahatan  masyarakat  sesuai dengan  tuntutan  syariah  yang  menjadi landasan  dari  semua  lembaga keuangan  syariah.  Salah  satu  aplikasinya  adalah  menerapkan  pelayanan yang berbasis moral dan spiritual.
Dengan berperan sebagai lembaga intermediasi yang berfungsi untuk mengarahkan dana dari masyarakat yang mempunyai kelebihan dana, kemudian menyalurkan dana-dana tersebut kepada masyarakat yang kekurangan dana. Dalam hal ini penyaluran dana di bank syariah berupa fasilitas pembiayaan.​[1]​ Bagi masyarakat yang mempunyai kekhawatiran adanya bunga bank (riba>), maka bank syariah bisa menjadi alternatif yang lebih inovatif sebagai sarana peminjaman modal ataupun menginvestasikan dana. Hal inilah yang membedakan sistem perbankan syariah dengan perbankan konvensional.
		BMT UGT Sidogiri (Bait al Ma>l Wa at Tamwi>l - Usaha Gabungan Terpadu) didirikan oleh beberapa pengurus BMT – MMU dan orang – orang yang berada dalam satu kegiatan UGT – PPS (Urusan Guru Tugas Pondok Pesantren Sidogiri). Salah satu cabang BMT UGT Sidogiri yang tersebar di Jawa Timur adalah BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo. Banyak produk yang ditawarkan oleh BMT UGT Sidogiri, salah satunya adalah produk pembiayaan mura>bah}ah.
	Pembiayaan mura>bah}ah adalah pembiayaan dengan sistem jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Pembiayaan mura>bah}ah memberikan banyak manfaat kepada BMT UGT Sidogiri. Salah satunya adalah keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Meskipun begitu, pembiayaan mura>bah}ah juga memiliki resiko yang tidak kecil. Seorang analis pembiayaan tidak dapat memprediksi bahwa pembiayaan selalu berjalan dengan baik, dikarenakan banyak faktor penyebabnya. Salah satunya yaitu kondisi perekonomian yang mempunyai pengaruh besar terhadap kesehatan keuangan seorang nasabah (debitur). Jika kondisi perekonomian suatu debitur menurun, hal itu dapat mempengaruhi kemampuannya dalam membayar angsuran, sehingga menyebabkan pembiayaan mura>bah}ah bermasalah.​[2]​
	Persoalan pokok pembiayaan bermasalah adalah ketidaksediaan debitur untuk melunasi atau ketidaksanggupan untuk memperoleh pendapatan yang cukup untuk melunasi pembiayaan seperti yang telah disepakati. Pada BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo konversi akad mura>bah}ah dilakukan dengan menghentikan akad mura>bah}ah dan membuat akad baru dengan skema musya​​>​rakah.​[3]​ Dalam Fatwa DSN No.49/DSN MUI/II/2005 telah dijelaskan bahwa lembaga keuangan syariah boleh melakukan konversi dengan membuat akad baru bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan atau melunasi pembiayaan  mura>bah}ah-nya  sesuai  jumlah  dan  waktu  yang  telah disepakati, tetapi ia masih prospektif. Kemudian pihak BMT melakukan pendekatan dan memberikan solusi akhirnya beliau berkenan untuk melakukan konversi akad.
	Dalam implementasinya, penyelesaian pembiayaan mura>bah}ah bermasalah di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo dikembangkan sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang ada dalam fatwa DSN. Tetapi dalam praktik yang terjadi di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo juga terdapat ketidaksesuaian dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No.49/DSN-MUI/II/2005 tentang konversi akad. Ketidaksesuaian antara praktik BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo dan fatwa DSN yakni pada aplikasi konversi akad, yang mana aplikasi konversi akad di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo tidak hanya diberikan kepada nasabah yang masih prospektif saja, tetapi juga diberikan kepada nasabah yang tidak prospektif.​[4]​ Padahal dalam fatwa DSN No. 49/DSN-MUI/II/2005 telah disebutkan bahwa konversi akad hanya boleh dilakukan pada nasabah yang masih prospektif.

Konsep Mura>bah{ah menurut Hukum Islam
Pengertian mura>bah}ah secara bahasa berasal dari mas}dar ribh}an (keuntungan). Mura>bah}ah adalah mas}dar dari ra>bah}a-yura>bih}u-mura>bah}atan (memberi keuntungan).​[5]​ Sedangkan pengertian mura>bah}ah secara istilah adalah jual beli barang dengan harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.​[6]​
Dalam daftar istilah buku himpunan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan mura>bah}ah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.​[7]​ 
Secara umum, skim besar pembiayaan dapat dibagi menjadi dua bagian, antara lain:
a.	Pembiayaaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang diberikan untuk pembelian ataupun pengadaan barang tertentu yang tidak digunakan untuk tujuan usaha.
b.	Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang diberikan untuk kebutuhan usaha.​[8]​

Landasan Hukum Mura>bah}ah
Dalil yang menjadi rujukan akad mura>bah{ah adalah Qs. Al-Baqarah (2): 275,
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا
Dan Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. ​[9]​
Dalam hadis Nabi Muhammad dijelaskan,
أَنَّ رَسُـوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيْهِنَّ الْبَرَكَةُ : الْبَيْعُ إِلىَ أَجَـلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَاَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيْرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ 
		
Bahwa Rasulullah saw bersabda: “Ada tiga hal yang mengandung berkah, jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut (sejenis tanaman padi-padian yang menghasilkan biji-bijian) untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual”. (HR Ibnu Majah dari Shuhaib).​[10]​

Rukun dan Syarat Mura>bah}ah
Pembiayaan mura>bah}ah dalam istilah fiqih adalah akad jual beli atas barang tertentu. Dalam menetapkan rukun jual beli (mura>bah}ah), para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli hanya satu, yaitu ija>b dan qabu>l yang menunjukkan pertukaran barang secara rela baik dengan ucapan maupun perbuatan. Rukun ini dengan ungkapan lain merupakan pekerjaan yang menunjukkan kerelaan dengan adanya pertukaran dua harta, baik berupa perkataan maupun perbuatan.​[11]​ 
Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli (mura>bah}ah) itu ada empat, yaitu :
1.	Ada orang yang berakad (penjual dan pembeli).
2.	Ada sighat (lafal ija>b dan qabu>l).
3.	Ada barang yang dibeli
4.	Ada nilai tukar pengganti barang.​[12]​
Maka rukun-rukun tersebut merupakan unsur yang harus dipenuhi dalam setiap perbuatan hukum. Adapun syarat sahnya mura>bah}ah adalah:
1.	Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah.
2.	Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
3.	Kontrak harus bebas riba.
4.	Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
5.	Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.​[13]​
Secara prinsip, jika syarat dalam (a), (d), atau (e) tidak dipenuhi, maka pembeli memiliki pilihan:
1.	Melanjutkan pembelian seperti apa adanya.




Mura>bah}ah dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:
1.	Mura>bah}ah tanpa pesanan, yaitu apabila ada yang memesan atau tidak, ada yang beli atau tidak, lembaga keuangan syariah menyediakan dagangannya. Akan tetapi, penyediaan barang tersebut tidak terpengaruh atau terkait langsung dengan ada tidaknya pesanan atau pembeli.​[15]​
2.	Mura>bah}ah berdasarkan pesanan, yaitu lembaga keuangan syariah baru akan melakukan transaksi mura>bah}ah atau jual beli apabila ada nasabah yang memesan barang sehingga penyediaan barang baru dilakukan jika ada pesanan. Akan tetapi, pengadaan barang sangat tergantung atau terkait langsung dengan pesanan atau pembelian barang tersebut.​[16]​

Konsep Musya>rakah menurut Hukum Islam
Secara bahasa kata musya>rakah diambil dari kata syirkah yang berarti al-Ih}tilat} (percampuran) atau persekutuan dua hal atau lebih sehingga antara masing-masing sulit dibedakan seperti persekutuan hak milik atau persekutuan usaha.​[17]​
Secara istilah, yang dimaksud dengan musya>rakah menurut para ulama sebagai berikut:
1.	Menurut Sayyid Sabbiq, bahwa yang dimaksud dengan musya>rakah adalah:
عَقْدٌ بَيْنَ الْمُشْتَرِيْكَيْنِ فِي رَأْسِ الْمَالِ وَالرُّبْحِ
Akad antara dua orang yang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan.​[18]​
2. Menurut Ahmad bin Ahmad al-Qalyu>bi dan Ahmad al-Burullusi (‘Umayrah), yang dimaksud dengan musya>rakah adalah:
ثُبُوْتُ الْحَقِّ  فِي شَيْءِ لْاِثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ
Penetapan hak pada sesuatu bagi dua orang atau lebih.​[19]​

3.	Menurut Hasbi ash-Shiddiqie, yang dimaksud musya>rakah adalah:
عَقْدٌ بَيْنَ شَخْصَيْنِ فَأَكْثَرَ عَلَى التَّعَاوُنِ فِي عَمَلٍ اِكْتِسَابِيٍّ وَاقْتِسَامِ اَرْبَاحِهِ
Akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk ta’a>wun dalam bekerja pada suatu usaha untuk membagi keuntungannya.​[20]​
Setelah kita ketahui definisi musya>rakah menurut para ulama kiranya dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan musya>rakah adalah akad antara orang-orang yang berserikat yang mana keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama.

Landasan  Hukum Musya>rakah
Dalil yang menjadi rujukan akad musya>rakah Qs. Ash-Sha>d (38) 24: 
وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ
Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat z\alim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh, dan amat sedikitlah mereka ini....​[21]​
Adapun rujukan dari hadits Nabi Muhammad SAW:
إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُوْلُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيْكَيْنِ مَالَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتَ مِنْ بَيْنَهُمَا (رواه أبو داود وصححه الحاكم)
Allah SWT berfirman: “Aku menjadi pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat (bersekutu) selama salah seorang dari mereka tidak berkhianat kepada temannya. Jika ada yang berkhianat, Aku keluar dari syarikat (persekutuan) mereka. (HR Abu Daud yang dishahihkan oleh Al Hakim).​[22]​

Hadits tersebut menunjukkan kecintaan Allah pada hamba-hambaNya yang melakukan perserikatan selama saling menjunjung tinggi amanat kebersamaan dan menjauhi penghianatan.

Rukun dan Syarat Musya>rakah
Menurut ulama Hanafiyah bahwa rukun musya>rakah ada dua, yaitu ija>b dan qabu>l  yang menentukan adanya musya>rakah.​[23]​ Adapun ulama’ yang menyebutkan bahwa rukun musya>rakah ada tiga yakni:
1.	Ada orang yang berserikat.
2.	Ada sighat-nya (lafal ija>b dan qabu>l).
3.	Ada pokok pekerjaannya.​[24]​
Syarat-syarat syirkah (musya>rakah), dijelaskan oleh Idris Ahmad berikut ini:
1.	Mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan izin masing-masing aggota serikat kepada pihak yang mengendalikan harta itu.
2.	Anggota serikat itu saling mempercayai, sebab masing-masing mereka adalah wakil yang lainnya.
3.	Mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing, baik berupa mata uang atau dalam bentuk yang lainnya.​[25]​

Macam-macam Musya>rakah
	Musya>rakah ada dua jenis yakni musya>rakah pemilikan dan musya>rakah akad. Musya>rakah pemilikan tercipta karena warisan, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset atau dua orang atau lebih. Dalam musya>rakah ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan aset tersebut.​[26]​
	Musya>rakah akad tercipta dengan cara kesepakatan di mana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musya>rakah. Mereka pun sepakat untuk berbagi keuntungan dan kerugian. Musya>rakah akad terbagi menjadi syirkah ‘ina>n, syirkah mufa>wad}ah, syirkah a’ma>l, syirkah wuju>h, dan syirkah mud}a>rabah. Macam-macam syirkah tersebut pengertiannya sebagai berikut:
1.	Syirkah ‘ina>n adalah kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua belah pihak berbagi keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati di antara mereka. Akan tetapi, porsi masing-masing pihak, baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil tidak harus sama dan identik sesuai dengan kesepakatan mereka. Mayoritas ulama membolehkan jenis musya>rakah ini.​[27]​
2.	Syirkah mufa>wad}ah adalah kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Dengan demikian, syarat utama dari jenis musya>rakah ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab, dan beban utang dibagi oleh masing-masing pihak.​[28]​
3.	Syirkah a’ma>l adalah kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama-sama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Misalnya, kerja sama dua orang penjahit untuk menerima order pembuatan seragam sebuah kantor.
4.	Syirkah wuju>h adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi yang baik dan ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka berbagi keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh tiap mitra. Jenis musya>rakah ini tidak memerlukan modal karena pembelian secara kredit berdasar pada jaminan tersebut. Oleh karena itu, kontrak ini pun lazim disebut sebagai musya>rakah piutang.​[29]​
5.	Syirkah mud}a>rabah adalah kontrak kerja sama antara dua orang dimana pihak pertama sebagai s}a>hib al ma>l yang menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal, selama kerugian tersebut bukan karena kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian tersebut diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.​[30]​

Pembiayaan Mura>bah}ah Bermasalah
Pembiayaan bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada LKS seperti yang telah diperjanjikan dalam perjanjian pembayaran. Pembiayaan bermasalah menurut ketentuan Bank Indonesia merupakan pembiayaan yang digolongkan kedalam  kolektibilitas kurang lancar (KL), Diragukan (D), macet (M).​[31]​
Penilaian terhadap pembayaran tersebut dapat dilihat berdasarkan data historis (past performance) dari rekening masing-masing pinjaman. Selanjutnya data historis tersebut dibandingkan dengan standart sistem penilaian kolektibilitas sehingga dapat ditentukan kolektibilitas dari suatu rekening pinjaman. Kriteria penilaian kolektibilitas secara kualitatif didasarkan pada prospek usaha nasabah dan kondisi keuangan usaha nasabah. Dalam menentukan judgement terhadap usaha nasabah yang dinilai adalah kemampuan nasabah membayar kembali pinjaman dari hasil usahanya (sebagai first way out) sesuai perjanjian pembiayaannya yang dapat dideteksi dari proyeksi cash flow  usahanya.​[32]​
Sesuai Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/147/KEP/DIR tanggal 19 Nopember 1998 kualitas aktiva produktif (pembiayaan) dinilai berdasarkan atas tiga kriteria, yaitu berdasarkan prospek usaha, kondisi keuangan dengan penekanan pada arus kas debitur, dan kemampuan membayar. Dari ketiga kriteria tersebut kualitas pembiayaan digolongkan menjadi lancar (L), dalam perhatian khusus (DPK), kurang lancar (KL), diragukan (D), dan macet (M).​[33]​
Jika seorang nasabah masuk dalam kolektibiltas kurang lancar (KL), maka dalam mengatasi pembiayaan bermasalah tersebut dengan cara rescheduling (penjadwalan kembali). Jika nasabah tersebut masuk dalam kategori kolektibilitas macet (M), maka penanganannya dengan cara melakukan konversi akad. Konversi akad mura>bah}ah  dilakukan dengan mengkonversi akad mura>bah}ah dan membuat akad baru dengan skema ija>rah muntahiyah bi al-tamli>k, mud}a>rabah, dan musya​​>​rakah.

Ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) tentang Konversi Akad Mura>bah}ah
Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan sebuah lembaga yang berada di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang dipimpin oleh Ketua Umum MUI. Fungsi utama Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariat Islam.​[34]​
Untuk keperluan pengawasan, Dewan Syariah Nasional (DSN) membuat garis panduan pada produk syariah yang diambil dari sumber-sumber hukum Islam. Garis panduan ini menjadi dasar pengawasan bagi Dewan Syariah Nasional (DSN) pada lembaga-lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar pengembangan produk-produknya.​[35]​
Adapun fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) yang berkaitan dengan penelitian penulis adalah fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang konversi akad mura>bah}ah, dengan ketentuan sebagai berikut:
Pertama   : Ketentuan Konversi Akad
LKS boleh melakukan konversi dengan membuat akad baru bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaan mura>bah}ah-nya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, tetapi ia masih prospektif, dengan ketentuan:
1.	Akad mura>bah}ah dihentikan dengan cara:
a.	Obyek mura>bah}ah dijual oleh nasabah kepada LKS dengan harga pasar;
b.	Nasabah melunasi sisa hutangnya kepada LKS dari hasil penjualan;
c.	Apabila hasil penjualan melebihi sisa hutang maka kelebihan itu dapat dijadikan uang muka untuk akad ija>rah atau bagian modal dari mud}a>rabah dan musya>rakah;
d.	Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa hutang maka sisa hutang tetap menjadi hutang nasabah yang cara pelunasannya disepakati antara LKS dan nasabah.
2.	LKS dan nasabah eks-mura>bah}ah tersebut dapat membuat akad baru dengan akad:
a.	Ija>rah muntahiyah bi at tamli>k atas barang tersebut di atas dengan merujuk kepada fatwa DSN No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang al-ija>rah al-muntahiyah bi at tamli>k;
b.	Mud}a>rabah dengan merujuk kepada fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mud}a>rabah (qirad}); atau
c.	Musya>rakah dengan merujuk kepada fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musya>rakah.
Kedua          : Ketentuan Penutup
a.	Jika salah satu  pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah Nasional setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
b.	Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.​[36]​
Adapun fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) yang juga berkaitan dengan penelitian penulis adalah fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musya>rakah, dengan ketentuan sebagai berikut:
1.	Pernyataan ija>b dan qabu>l harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
a.	Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
b.	Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
c.	Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
2.	Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:
a.	Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
b.	Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
c.	Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musya>rakah dalam proses bisnis normal.
d.	Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musya>rakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
e.	Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.
3.	Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)
a.	Modal
1)	Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.
2)	Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musya>rakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
3)	Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musya>rakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.
b.	Kerja
1)	Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musya>rakah; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
2)	Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musya>rakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.
c.	Keuntungan
1)	Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau ketika penghentian musya>rakah.
2)	Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
3)	Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.
4)	Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.
d.	Kerugian
Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.
4.	Biaya operasional dipersengkatakan/ dipersengketakan.
a.	Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.
b.	Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.​[37]​

Aplikasi Konversi Akad pada Nasabah yang Tidak Prospektif di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo
Pada BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo konversi akad mura>bah}ah dilakukan dengan mengkonversi akad mura>bah}ah dan membuat akad baru dengan skema musya​​​>rakah. Konversi akad dari mura>bah}ah ke musya​​​>rakah ini diperuntukkan bagi nasabah yang sudah memasuki kolektibilitas pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet.​[38]​ Kolektibilitas pembiayaan merupakan media untuk membantu pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo dalam mengambil kebijakan-kebijakan penting yang terkait dengan pemantauan ataupun penyelamatan pembiayaan yang telah diberikan kepada nasabah.
Konversi akad di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo tidak hanya diberikan kepada nasabah yang masih prospektif saja, tetapi juga diberikan kepada nasabah yang tidak prospektif.  Nasabah yang tidak prospektif yang  melakukan konversi akad di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo adalah nasabah yang mengalami penurunan dalam usahanya, dikarenakan usahanya tidak memiliki peluang untuk mendapatkan keuntungan, sehingga tidak dapat mengangsur setiap bulannya hingga menyebabkan pembiayaan bermasalah. Meskipun nasabah tersebut mengalami penurunan dalam usahanya, nasabah tersebut masih mempunyai kemauan untuk melunasi pembiayaannya, sehingga dilakukan konversi akad.​[39]​
Aplikasi konversi akad yang dilaksanakan di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo adalah konversi akad dari mura>bah}ah  ke musya>rakah. Aplikasinya jika dikonversikan ke akad musya>rakah  yakni nasabah melakukan akad baru (musya>rakah), yang mana banyaknya uang yang dipinjam tersebut harus melebihi dari pembiayaan mura>bah}ah  bermasalahnya, dan penentuan nisbah bagi hasil tersebut disesuaikan dengan kemampuan nasabah. Karena dengan banyaknya uang yang dipinjam melebihi dari pembiayaan mura>bah}ah bermasalahnya, nasabah harus menutup  pembiayaan mura>bah}ah bermasalahnya terlebih dahulu dan sisanya dapat dijadikan tambahan modal pada usahanya.​[40]​
Misalnya seorang nasabah mengalami pembiayaan bermasalah sebesar Rp. 1.500.000,-. Maka jika  nasabah tersebut melakukan konversi akad, maka uang yang dipinjam sebesar Rp.  3.000.000,- karena uang yang dipinjam tersebut harus melebihi dari pembiayaan bermasalahnya, agar bisa digunakan untuk menutupi pembiyaan bermasalahnya dan sisanya dapat dijadikan tambahan modal untuk usahanya yang mengalami penurunan tersebut.​[41]​
Dalam penentuan nisbah bagi hasil pada akad musya>rakah  yang terjadi di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo, kesepakatan nisbah bagi hasilnya ditentukan di awal akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.  Meskipun dalam kenyataannya bagi hasilnya bersifat fluktuatif  (naik turun) sesuai dengan keuntungan yang diperoleh nasabah dari usaha yang dijalankan, dalam hal ini BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo berharap agar nasabah jujur dan transparan.​[42]​
Dalam konversi akad ke musya>rakah, terkadang terjadi penurunan nisbah bagi hasil yang diterima oleh BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo, hal ini karena disesuaikan dengan kemampuan nasabah tersebut. Sebenarnya penurunan nisbah bagi hasil tersebut merupakan suatu kerugian pada BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo, tetapi demi terselesaikannya pembiayaan ini akhirnya BMT merelakannya.​[43]​

Studi Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) terhadap Aplikasi Konversi Akad pada Nasabah yang Tidak Prospektif di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo
Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan sebuah lembaga yang berada di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang dipimpin oleh Ketua Umum MUI. Fungsi utama Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariat Islam.
Untuk keperluan pengawasan, Dewan Syariah Nasional (DSN) membuat garis panduan pada produk syariah yang diambil dari sumber-sumber hukum Islam. Garis panduan ini menjadi dasar pengawasan bagi Dewan Syariah Nasional (DSN) pada lembaga-lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar pengembangan produk-produknya.
Sejalan dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah sehingga memacu produk layanan dan jasa agar dapat melayani keperluan masyarakat. Salah satu produk yang berkembang di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo adalah pembiayaan mura>bah}ah. Pembiayaan mura>bah}ah adalah pembiayaan dengan sistem jual beli yang menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh nasabah dan lembaga keuangan syariah.
Dengan berkembangnya produk pembiayaan mura>bah}ah di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo, maka ada juga pembiayaan yang mengalami masalah. Persoalan pembiayaan bermasalah adalah ketidaksediaan nasabah untuk melunasi atau ketidaksanggupan untuk memperoleh pendapatan yang cukup untuk melunasi pembiayaan seperti yang telah disepakati. 
Dalam penyelesaian pembiayaan mura>bah}ah bermasalah di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo ada beberapa cara yang dilakukan. Tata cara yang dilakukan oleh BMT sudah sesuai dengan ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional yaitu dalam hal penjadwalan kembali dan konversi akad. Pada penyelesaian dengan cara penjadwalan kembali dan konversi akad, nasabah tersebut diberikan perpanjangan waktu agar ia mampu untuk melunasinya. 
Dalam aplikasi konversi akad pada ibu Sudarti, beliau termasuk nasabah yang masih prospektif dikarenakan beliau masih mempunyai peluang dalam usahanya untuk mendapatkan keuntungan, hanya saja keuntungan tersebut digunakan untuk pengobatan anaknya.  Ibu Sudarti juga  dinilai masih prospektif dikarenakan nilai jual agunannya masih mencapai harga pasar. Tetapi Ibu Sudarti lebih memilih menyelesaikan pembiayaan mura>bah}ah-nya dengan cara konversi akad ke akad musya>rakah  dari pada menjual agunannya.  Konversi akad yang diberikan kepada ibu Sudarti di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo sudah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No.49/DSN-MUI/II/2005 tentang konversi akad. Kesesuaian antara praktik BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo dan fatwa DSN  yakni pada aplikasi konversi akad, yang mana aplikasi konversi akad pada ibu Sudarti di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo termasuk konversi akad yang diberikan kepada  nasabah yang masih prospektif. 
Kemudian aplikasi konversi akad yang diberikan kepada bapak Mi’adi, beliau termasuk nasabah yang tidak prospektif, dikarenakan kondisi keuangan usahanya mengalami penurunan dan tidak memiliki peluang untuk mendapatkan keuntungan.  Bapak Mi’adi  juga  dinilai tidak  prospektif dikarenakan nilai jual agunannya  di bawah  harga pasar.  Beliau lebih memilih menyelesaikan pembiayaan mura>bah}ah-nya  dengan  cara konversi akad ke akad musya>rakah  dari pada menjual agunannya Konversi akad pada bapak Mi’adi di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo tidak sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No.49/DSN-MUI/II/2005 tentang konversi akad 
Meskipun aplikasi konversi akad pada nasabah yang tidak prospektif ini tidak sesuai dengan fatwa DSN No.49/DSN-MUI/II/2005 tentang konversi akad, niat baik BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo patut diapresiasi (diberi respon yang positif). Karena motivasi BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo masih memberikan peluang kepada  nasabah yang tidak prospektif yakni adanya  unsur  tolong menolong agar ikatan akadnya bisa segera selesai.
Pada aplikasi konversi akad dengan membuat akad baru ke akad musya>rakah, sudah sesuai antara praktik di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No.08/DSN-MUI/IV/2000. Kesesuaian tersebut seperti ketentuan pada ija>b  qabu>l, pihak-pihak yang berakad, objek akad, keuntungan, dan kerugian.
Dengan melihat realisasi konversi akad ke akad musya>rakah, konversi akad ini dinilai menguntungkan nasabah. Karena dengan adanya konversi akad, nasabah mendapat perpanjangan waktu untuk menyelesaikan pembiayaannya, selain itu nasabah juga mendapatkan tambahan modal bagi usahanya yang sempat mengalami penurunan serta bagi hasilnya bersifat fluktuatif. Bagi hasil yang bersifat fluktuatif ini dinilai tidak memberatkan bagi nasabah, karena disesuaikan dengan kemampuan dan perolehan laba pada usaha yang dijalankan nasabah tersebut.  Konversi akad ke akad musya>rakah  ini juga menguntungkan BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo, karena  BMT mendapat pemasukan lagi dari nasabah tersebut dan pembayaran pembiayaan nasabah menjadi lancar kembali. Peran BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo dalam konversi akad pada nasabah yang tidak prospektif berdampak pada pengembangan usaha dan peningkatan kualitas ekonomi nasabah.

Kesimpulan
Berdasarkan dari penelitian yang dilakukan penulis, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:
1.	Aplikasi konversi akad pada nasabah yang tidak prospektif di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo yakni konversi akad dari mura>bah}ah  ke musya>rakah. Aplikasinya jika dikonversikan ke akad musya>rakah yakni nasabah melakukan akad baru, yang mana banyaknya uang yang dipinjam tersebut harus melebihi dari pembiayaan mura>bah}ah bermasalahnya, dan penentuan bagi hasil tersebut disesuaikan dengan kemampuan nasabah. Karena dengan banyaknya uang yang dipinjam melebihi dari pembiayaan mura>bah}ah bermasalahnya, nasabah harus menutup  pembiayaan mura>bah}ah bermasalahnya terlebih dahulu dan sisanya dapat dijadikan tambahan modal pada usahanya.
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